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ABSTRAK 

Pengembalian hutang adalah seseorang memberikan kembali atas pinjaman yang 
dilakukanya tanpa adanya penambahan atau pengurangan dalam pengembalian hutang 
tersebut. Adapun Penelitian ini ditinjau berdasarkan konsepAl-Qarḍyaituperjanjian akad 
pinjam-meminjam dari seseorang atau suatu lembaga (Muqriḍ) yang wajib dikembalikan 
dengan jumlah yang sama tanpa adanya penambahan dari pinjaman pokok dengan jangka 
waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, akad ini merupakan akad tolong menolong 
tanpa mengharapkan imbalan. Pada Penelitian ini penulis akan membahas tentang sistem 
peminjaman dana yang dilakukan oleh salah satu Koperasi yang didirikan pada Fakultas 
Syari'ah dan Hukum yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah. Ada dua pertanyaan 
dalam skripsi inipertama, Bagaimana sistem pengembalian hutang yang dilakukan oleh 
anggota KPN Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.Kedua  bagaimana 
tinjauan konsep Al-Qarḍterhadap praktik pengembalian hutang pada KPN Muamalah 
Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif analisis,yaitu metode yang mengambarkan atau menganaliskan permasalahan yang 
telah dikemukakan. Adapun bentuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
penelitianlapangan (Field Research) untuk mengumpulkan data primer sedangkan untuk data 
sekunder dilakukan melalui penelitian perpustakaan(library research). Adapun teknik 
pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi.Hasil 
penelitianmenunjukkan bahwa,Pertama, Penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi 
Muamalah ini adalah setiap pengembalian pinjaman, pihak koperasi akan mengambil 10% 
tambahan nilai  dari pinjaman pokok, yang  akan dipotong langsung dari gaji para pegawai itu 
sendiri dengan jangka waktu 10 bulan masa pengembalian.Sistem praktik pinjaman yang 
digunakan oleh KPN muamalahadalah pengembalian beserta tambahan dari pinjaman pokok 
(bunga), yang mana konsep bunga adalah praktik keuangan yang berbasasis konvesional. 
Kedua, Praktik yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah tidak sesuai 
dengan Al-Qarḍ. Karena masih menggunakan praktik bunga yang dianut oleh bank 
konvesional. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 TAHUN 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

 
no 

 
arab 

 

 
latin 

 
no 

 
arab 

 
latin 

 Tidak ا 1
dilambangkan 

 ṭ ط 16

2 
 

 {z ظ b 17 ب

3 
 

 ‘ ع t 18 ت

4 
 

 G غ ṡ 19 ث

5 
 

 F ف j 20 ج

6 
 

 Q ق ḥ 21 ح

7 
 

 K ك kh 22 خ

8 
 

 L ل d 23 د

9 
 

 M م ż 24 ذ

10 
 

 N ن r 25 ر

11 
 

 W و z 26 ز

12 
 

 H ه s 27 س

13 
 

 ’ ء sy 28 ش

14 
 

 Y ي sh 29 ص

15 
 

    ḍ ض
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2. Konsonan 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal 

atau monofrog dan vocal rangka patau difrog. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebaga berikut: 

Tanda 
 

Nama Huruf Latin 

 ◌֜ Fatḥah 
 

A 

 ◌֜ Kasrah 
 

I 

 ◌֠ Dhammah 
 

U 

 

b. VokalRangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama 
 

Gabungan Huruf 

ي֜◌   Fatḥah dan ya 
 

Ai 

و֜◌   Fathah dan wau 
 

Au 

 

Contoh: 

 haulā : ھول  kaifa : كیف
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
 

/ي ا֜◌   
 

Fatḥah dan alif 
Atau ya 

 

Ā 

ي◌ِ   Kasrah dan  ya Ī 
 

ي֠◌   Dhammah dan wau Ū 
 

 

contoh:  

 qāla: قاَلَ  

 ramā : رَمىَ 

 qilā:قیِْلَ 

 yaqūlu: یقَوُْلُ 

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dhammah, transliterasinya adalah t. 
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b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة)diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan dua kata itu terpisah maka 

ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh : 

 rauḍah al-atfāl/ raudhatul atfāl : رَوْضَةُ اْلاطَْفاَلْ 

 al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah : الْمَدِیْنةَُ الَْمُنوََرَهّ 

 Ṭalḥah:  طَاحَْةْ 

 

Catatan : 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh :Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, sepertiMesir, 

bukan Misr, Beirut,bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusBahasa Indonesia tidak di 

transliterasi. Contoh: Tasauf bukanTasawuf.1 

1Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Panduan Penulisan Skripsi, (Banda 
Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 42 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia setiap harinya selalu harus memenuhi segala 

kebutuhan, dalam menghadapi kebutuhan ini manusia pada umumnya memiliki 

sifat ingin memenuhi segala keinginannnya. Padahal kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh manusia itu ada bermacam ragam, ada kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier. Maka dari itu harus yang diutamakan kebutuhan hidup terlebih dahulu. 

Manusia hanya ingin hidup layak dan dapat memenuhi segala kebutuhan 

pada setiapharinya. Untuk menghadapi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap 

harinya manusia akan membeli barang atau kebutuhannya dengan cara cicilan 

atau utang bahkan meminjamkan sejumlah dana pada lembaga keuangan, baik 

digunakan secara konsumtif maupun produktif. Pada prinsipnya dalam kehidupan 

seseorang tidak terlepas dari transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam yang 

melatarbelakangi pemenuhan suatu kebutuhan.1 

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing lagi untuk didengar, 

karena utang piutang merupakan perjanjian antara kedua pihak yang menjanjikan 

uang sebagai objeknya. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis 

perjanjian pinjam-meminjam, dan sudah diatur dalam Bab Tiga Belas Buku 

Ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-

1 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1-5. 
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meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.2 

Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Jika ia 

mensyaratkan pinjaman dalam jangka tertentu, maka syarat tersebut harus di 

tepati. Tetapi jika ia tidak mensyaratkan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, 

maka barang pinjaman harus dikembalikan selama jangka waktu yang layak 

menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.3 

Pinjaman sudah sering kita dengarkan bahkan kita juga sering melakukan 

pinjaman, baik itu pinjaman barang atau pinjaman uang, pinjaman itu sendiri 

adalah memberikan manfaat atas barang dan akan dikembalikan pada waktu 

tertentu apabila si peminjam sudah mampu. Dalam undang-undang perbankan 

No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pinjaman adalah "Penyediaan uang atau 

tagihan tanpa dipersamakan antara keduanya, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang 

menwajibkan pihak meminjam melunasi utang pinjamannya setelah jangka waktu 

tertentu.4 

2Ibid, hlm. 9. 

3Syaikh Muhammad Vja’iz, Mahmud Khadharah, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul 
Khadharah,  (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 423. 

4 Kashmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

102. 
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Definisi pinjaman juga dapat dilihat dari pandangan para ahli fikih seperti 

yang dikemukakan oleh pengikut Mazhab Hanafi Ibnu Abidin yang mengatakan 

bahwa Pinjaman adalah apa yang dimiliki oleh satu orang lalu diberikan kepada 

yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati. Adapun 

menurut Mazhab Maliki mengatakan Pinjaman adalah pembayaran dari sesuatu 

yang berharga untuk pembayaran kembali yang tidak berbeda atau setimpal. 

Pinjaman menurut Mazhab Hambali adalah pembayaran uang kepada seseorang 

siapa yang memperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan 

peminjamanya. Sedangkan pinjaman menurut Mazhab Syafi'i adalah 

memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang disajikan ia perlu membayar 

kembali kepadanya. 

Utang-piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi 

bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktu yang ditangguhkan dan 

punya hubungan pula dengan muamalah riba. Untuk utang piutang dalam 

terminologi figh digunakan dua istilah yaitu qarḍ dan dayn. Dan definisi utang 

piutang dalam istilahqarḍ adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk 

dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.  

Akad qarḍ merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial. 

Para pihak  dalam melakukan akad tersebut  sepakat bahwa salah satu dari kedua 

pihak memberikan pinjaman  untuk pihak lainnya atas dasar tolong 

menolong.5qarḍ berarti pinjaman atau utang dan al-hasan berarti baik. Apabila 

digabungkan qarḍ Al-Ḥasanyang berarti pinjaman yang baik.  Dengan kata lain 

5 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah, (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda 
Aceh: Pena , 2010), hlm. 90. 
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qarḍ bisa juga dikatakan qarḍ al-hasankarena  qarḍ al-hasantidak ditemukan 

dalam literatur fiqh muamalah. Dan para ahli fikih muamalah menjelaskan qarḍ 

yang dimaksud adalah qarḍ al-hasan6 

Secara istilah, menurut Hanafiyah qarḍ adalah harta yang memiliki 

kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain 

suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki 

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan 

itu.7Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qarḍ sebagai bentuk pemberian 

harta dari seseorang Muqriḍ kepada orang lain Muqtariḍ dengan ganti harta 

sepadan yang akan menjadi tanggunggannya sama dengan yang diambil.8 

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah jilid 4 menyatakan bahwa 

qarḍ adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk 

dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.9 Sedangkan menurut Bank 

Indonesia pengertian qarḍadalah akad pinjaman dari bank (Muqriḍ) kepada pihak 

tertentu (Muqtariḍ) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai 

dengan pinjaman.10qarḍbisa diartikan utang piutang atau pinjaman uang.  

6Rahmat Syafi'i,  Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 139. 

7 Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5,(terj. Hayyie Al-Kattani 
dkk)(Jakarta: Gemainsani, 2011), hlm. 374. 

8Ibid, hlm. 374. 

9Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,Jilid 4, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Penaaksara,2004), 
hlm. 181. 

10Sunarto Zulkifli, Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2007) hlm.26. 
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qarḍyang dimaksud pada teori di atas menjelaskan bahwasannya 

peminjaman yang dilakukan oleh seseorang maka ia akan mengembalikannya 

pada waktu tertentu tanpa adanya imbalan atas pinjaman tersebut atau 

memberikan lebih dari pinjaman pokok. Apalagi jika itu telah ditentukan bunga 

pada pinjaman yang sering terjadi pada bank, koperasi atau lembaga keuangan 

lainnya, dan biasanya praktik yang sering kita jumpai dalam permasalahan konsep 

bunga yang diterapkan pada Lembaga keuangan adalah lembaga keuangan yang 

berbasis konvesional karena pada bank atau lembaga keuangan yang berbasis 

syari'ah tidak ada penambahan seperti bunga akan tetapi dengan konsep bagi hasil.  

Pinjam-menimjam sudah sering kita lakukan baik itu di Bank, maupun di 

koperasi. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri Muamalah yang ada 

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana beranggota para pegawai yang ada 

di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

sehingga mereka bergabung dan melakukan transaksi peminjaman dana pada 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalah. Untuk keperluan para pegawai negeri atau 

anggota koperasi meminjam sejumlah dana untuk kebutuhan sehari-hari yang 

digunakan secara konsumtif. Karena saat ini produk yang ada pada Koperasi 

Muamalah hanya simpan meminjam belum ada peminjaman untuk modal usaha. 

 Para anggota dapat meminjam sejumlah dana yang mereka inginkan tetapi 

harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu peminjaman yang 

dilakukan dengan maksimal yang ditentukan dan minimal tidak ada batas 

pinjaman tergantung pada anggota yang meminjamkan dana sesuai dengan 

kebutuhan. Akan tetapi sejumlah uang yang akan dipinjamkan oleh anggota harus 
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sesuai dengan gaji yang dimiliki apakah mencukupi atau tidak, karena pada awal 

bulan gaji para anggota akan dipotong langsung untuk mengembalikan cicilan 

yang dipinjamkan beserta tambahan nilai pada pengembalian sebesar 10% dari 

pinjaman pokok.11 

 Setiap peminjaman pasti ada pengembalian yang mana pengembalian yang 

dilakukan oleh para anggota dengan penetapan batas waktu 10 bulan. Dengan 

demikian para anggota dalam 10 bulan akan melunasi peminjaman yang 

dilakukan dan juga membayar tambahan nilai padapinjaman pokok.  

 Syarat peminjaman adalah harus pegawai negeri dan beranggota Koperasi 

jika para anggota bukan pegawai negeri atau karyawan kontrak ia termasuk dalam 

anggota koperasi dan membayar iuran pinjaman dengan menyetor langsung 

pinjamannya tanpa dipotong digaji perbulannya. 

 Dana yang dimiliki maka para anggota meminjamkan sejumlah dana yang 

dibutuhkan dan mengembalikannya disertai tambahan nilai sebesar 10% dari 

pinjaman pokok yang dilakukan. Padahal lembaga ini menggunakan nama dengan 

berbasis Syari'ah akan tetapi mereka tidak menerapkan sistem berbasis Syari'ah di 

dalamnya dengan menetapkan tambahan nilai sebesar 10% ketika pengembaliaan 

pinjaman tersebut, sedangkan sistem bunga hanya ada pada lembaga yang 

berbasis konvesional.  Adanya ketidaksesuaian praktek dan teori, hal ini dapat 

dilihat pada pemakaian lebel nama yang berbasis Syari'ah, akan tetapi mekanisme 

yang dipakai dalam operasionalnya memakai sistem konvensional 

11 Wawancara dengan Muhammad, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas Syariah dan 
Hukum, pada tanggal 20 november 2016. 
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Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber mengenai penjelasan qarḍ 

al-hasandapat disimpulkan bahwasanya qarḍ al-hasanmerupakan peminjaman 

yang bebas bunga, dengan kata lain si Muqtariḍmengembalikan pinjaman tanpa 

adanya tambahan atas pinjaman tersebut. Kebolehan peminjaman dana koperasi di 

atas sesuai tidak dengan konsep qarḍ al-hasanyang akan dikaji dalam skripsi ini. 

Berdasarkan dengan  latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Maka penulis 

tertarik untuk mengkaji masalah penelitiannya mengenai persoalanpengembalian 

hutang dari Pihak Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Koperasi 

Pegawai Negeri Muamalah Di Fakultas Syari'ah Dam Hukum Uin Ar-Raniry 

Berdasarkan Konsep Al-Qarḍ Dengan Judul  Sistem Pengembalian Hutang Pada 

Koperasi Ditinjau Menurut Konsep Al-Qarḍ(Penelitian Pada Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry) 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang yang sudah diuraiankan di atas, maka penulis 

telah menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1.1 Bagaimana sistem pengembalian hutang pada koperasiMuamalah Fakultas 

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ? 

1.2 Bagaimana Tinjauan Konsep Al-Qarḍterhadap Praktik pengembalian 

hutangpada KPN Muamalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry 

? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana masalah yang terjadi dibahas di atas maka dari itu penulis 

memiliki  tujuan yaitu : 

1. Penulis ingin mengetahui tentang sistem pengembalian hutang pada KPN 

muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum  UINAr-Raniry  

2. Penulis ingin mengetahui tentang tinjauan konsep Al-Qarḍpada praktik 

pengembalian hutang pada KPN muamalah Fakultas Syari'ah UIN Ar-

Raniry 

 

1.4. Penjelasan Istilah  

1. Koperasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan koperasi 

adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para 

anggotanya dengan cara menjual  barang keperluan sehari-hari dengan harga 

murah (tidak bermaksud mencari keuntungan).12 Adapun koperasi yang dibahas 

dalam pembahasan ini adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan 

orang/badan hukum, dengan jalan kerjasama atas dasar  suka rela 

menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. 

2. Pegawai Negeri  

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 49/1999, pegawai Negeri Sipil 

adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),  hlm. 732. 
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diserahi tugas negaranya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.13Pegawai Negeri sipil yang penulis maksudkan di sini adalah 

pegawai negeri yang akan mengambil peminjaman dana di  Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum  UIN Ar-Raniry. 

3. Muamalah 

Muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan kehidupan dunia 

seperti jual beli atau perdagangan yang mana berhubungan manusia dengan 

manusia, atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk kebutuhan dalam sehari-

hari sebagaimana dilakukan dengan perjanjian transaksi sesama manusia dalam 

hal tukar menukar. 

4. Qarḍ Al- Ḥasan 

Qarḍ atau qarḍ al-hasanmerupakan bentuk pemberian pinjaman bebas 

bunga pada orang-orang yang membutuhkan. Pinjaman itu semata-mata hanya 

untuk mencapai ridho Allah SWT dan tidak memiliki niat lainnya.14 Mengambil 

keuntungan dari peminjaman pada koperasi ini dengan mentuk bunga akan 

mengakibatkan riba, dan akan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain. 

Dalam literatur Fikih klasih, qarḍ al-ḥasandikategorikan dalam akan tolong 

menolong dan bukan komersial. Peminjaman dana atau pembiayaan yang ditulis 

dalam skripsi ini lebih identik dengan peminjaman yang berbentuk kredit, karena 

pembayaran pinjaman pokok beserta jasa atau bunganya akan dibayar secara 

angsuran tiap bulannya. 

13Arina, Analisis Feasibilitas Bank Terhadap Pembiayan Pada Kalangan Pegawai 
Negeri Sipil, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2009.  hlm. 8. 

14Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Al-Kausar, 2001),  hlm. 80. 

 
 

                                                           



10 
  

1.5 Kajian Pustaka  

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

terdahulu atau serupa dengan topik “Sistem Peminjaman Dana  Koperasi  Ditinjau  

Menurut Konsep qarḍ al-ḥasan (Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)” belum pernah 

dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. 

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi : “Efektifitas Bantuan 

Peminjaman Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Komunitas Perempuan 

Di Kecamatan Lhoknga (Suatu Analisis Menurut Konsep Qarḍ Al-Ḥasan” yang 

disusun oleh Sri Mairita, selesai pada tahun 2011, dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa pemberian pinjaman terhadap komunitas perempuan di kecamatan 

Lhoknga untuk meningkatkan kesejahteraan sejumlah masyarakat miskin agar 

pertumbuhan ekomoni meninggkat dengan memberi pinjaman usaha kepada 

sekelompok perempuan, yang mana pinjaman ini berupa bantuan kredit lunak dan 

merupakan suatu peminjaman kredit lunak yang diberikan atas dasar kewajianan 

sosial semata di mana penerima pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan 

apapun kecuali pinjaman modal dan administrasi saja. Dan didampingi  langsung 

oleh SP yang  yang bertanggungjawab atas dana  yang bersumber dari NGO asing, 

sehingga apabila pembayarannya tepat waktu maka akan diberikan bonus berupa 

bebas dari bunga. 
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Penelitian lain  dengan skripsi lain berjudul : Judul : "Pemberdayaan 

Ekonomi Perempuan Dalam Perspektif Qarḍ Al- Ḥasan (Studi Kasus Dana BKPG 

Di Kecamatan Darul Kamal)". Yang disusun oleh Siti Maqfirah tamatan 2012. 

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyaluran dana BKPG untuk para 

perempuan untuk melakukan usaha agar tingkat kemandirian dan menghasilkan 

penghasilan yang akan menjadi salah satu cata pemberantasan ekonomi di daerah 

perkampungan. Karena kebanyakan dari kampong yang minimnya mendapatkan 

pendapatan, maka dengan adanya dana ini mereka dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dalam perbaikan penghasilan dan akan menjadikan 

masyarakat yang sejahtera. Dengan dibuatnya kelompok-kelompok untuk 

pengelolaan suatu usaha. Kemudian akan diberikan modal setiap sektor tersebut, 

dari modal yang mereka dapatkan kemudian mereka akan membayar kembali 

pinjaman tersebut dengan imbalan bunga sebesar 1,2 persen.  

Judul : "Efektivitas Sistem Peminjaman Pada Penyaluran Dana Qarḍ Al- 

ḤasanDi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh. Disusun oleh Said 

Edi Kurniawan, tamatan 2014. Skripsi ini mengambarkan tentang dana zakat yang 

di Baitul Mal Aceh dijadikan modal usaha untuk sebagian orang yang 

membutuhkan modal usaha, baik dalam perdagangan maupun pertanian. Karena 

hanya dua sektor itu yang aktif dalam peminjaman modal usaha. Untuk mencegah 

terjadinya kredit macet maka pihak baitul mal mengadakan jaminan setiap 

peminjaman modal. Ini dilakukan agar menjaga modal jika sewaktu-waktu para 

peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan oleh baitul 

mal Aceh. Maka dibutuhkannya jaminan. Dalam skripsi ini juga mengunakan 
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konsep qarḍ al- ḥasanyang mana menjadikan jaminan atas terjadinya kegagalan 

dalam pengembalian modal.  

 

1.6. Metodologi Penelitian  

 Pada dasarnya dalam menulis sebuah karya ilmiah harus adanya langkah-

langkah dalam pengumpulan data-data yang akan dibahas dalam karya ilmiah itu 

sendiri. Sehingga menghasilkan data yang onjektif dan mempunyai metode 

penelitian yang akurat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1.6.1. Jenis  penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ada 2 yaitu 

Library Research dan Field Research, dan yang dimaksud dengan Library 

Resecrch dan Field Reserch sebagai berikut 

a. Penelitian perpustakaan (Library Research) 

Penelitian perpustakaan (Library Research) adalah sejenis metode yang 

menggunakan data-data dari perpustakaan, penelitian ini diambil dari buku-

buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis dapatkan 

dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti buku, jurnal, 

majalah, artikel internet, merupakan serangkai kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka.15 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan 

untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung ke 

15Mestika Zed, Metode Penelitian Keperpustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 
2004), hlm. 3. 
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lokasi yang akan diteliti  mengenai masalah peminjaman dana yang dilakukan 

oleh para anggota koperasi atau dosen-dosen tetap  Fakultas Syari'ah dan 

Hukum yang diteliti langsung pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah 

Fakultas Syari'ah dan Hukum. 

1.6.2. Sumber data 

Sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian 

ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer 

dan sekunder sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dari pihak pengurus Koperasi mengenai penelitian yang terkait.  

Dalam pembahasan ini penulis akan mewawancarai pihak pengurus Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) Muamalah untuk mendapatkan informasi tentang 

peminjaman dana  yang akan dibahas dalam pembahasan karya ilmiah ini. 

Adapun pihak Koperasi yang diwawancarai yaitu Bapak Muhammad Yusuf, 

sebagai ketua Koperasi Pegawai Negeri Muamalah dan bapak Muhammad.  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang diperoleh untuk melengkapi analisa data 

didapatkan dari sumber primer.Kemudian sumber data sekunder terkait dalam 

penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadits; Kitab-kitab Fiqh, dan Undang-Undang 

Republik Indonesia. Diantaranya data yang digunakan dari buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, penelitian para-
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parapakar, artikel-artikel yang terpublikasi baik melalui media cetak seperti 

Koran atau majalah maupun media elektronik seperti website.16 

1.6.3. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. 

Dalam skripsi ini penulis mengugunakan metodek deskripsif analisis. Metode 

deskripsif analisis adalah suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang 

sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta berhubungan antara fenomena 

yang ingin diketahui dengan maksud untuk mencari jalan penelitian lebih lanjut 

ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi.17 Untuk memperoreh data 

dan informasi yang dimaksud penulis menggunakan teknik penggumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah saat teknik pengumpulan data yang lain. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancari, tetapi dapat juga tidak secara langsung seperti memberi daftar 

pertanyaan untuk dijawab dikesempatan lain.Instrumen dapat berupa 

pedoman wawancara atau checklist.18Wawancara secaralangsung adalah yang 

dilakukan penulis dengan menjumpai pihak Koperasi tempat penelitian 

16Husein Umar,Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada,2005), hlm.42. 

 
17Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2005),  hlm.17. 
 
18 Umar Husein, Metode Penelitian Keperpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004),  hlm.51. 
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tersebut dengan face to face, dengan demikian sang penulis dapat 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti 

seperti halnya mengenai tentang sistem peminjaman dana yang dilakukan 

oleh para anggota Koperasi atau dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang 

melakukan transaksi pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas 

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan penulis dengan cara 

mengumpulkan data tertulis dari Koperasi Pegawai Negeri Muamalah 

Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang gambaran umum koperasi, sistem 

peminjaman dana pada koperasi dan juga yang merupakan segala hal yang 

berhubungan  dengan penelitian penulis mengenai peminjaman dana yang 

dilakukan oleh para anggota koperasi dan juga sistem yang dilakukan dalam 

menjalankan operasional Koperasi. 

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun instrumen dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat 

tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil dari wawancara yang 

dilakukan pada informan, lalu penulis juga menyediakan rekaman baik ia 

menggunakan dengan handphone atau alat perekam agar sesuatu yang tertinggal 

ketika mencatat maka ia memiliki hasil dari perekam atas informasi yang ia 

dapatkan. 
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1.6.5. Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif 

Analisis. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data yang dapat dari 

penelitian keperpustakaan yang merupakan dasar teori permasalahan dan 

menjabarkan dengan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan. 

Setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan maka langkah 

selanjutnya adalah penulis menganalisa data-data yang telah ia dapatkan baik dari 

hasil wawancara maupun dengan dokumentasi, kemudian data yang terlah 

diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan  menggunakan metode deskriptif. 

Deskriptif adalah suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala 

secara sistematik, faktual dengan penyusunan akurat.19 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis perpedoman pada buku "Panduan 

Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  UIN Ar-Raniry Tahun 

2014". Adapun untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dalam skripsi ini 

berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan 

penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2002.  

 

1.7. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan para pembaca tentang yang akan dibahas oleh penulis 

ada empat bab, sebagai berikut : 

19 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,(Yogjakarta: UII Press, 2005), 
hlm. 28. 
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Bab Satu merupakan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, penegrtian istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Dua merupakan pembahasan Hukum Meminjam Menurut Islam, Hak 

dan Kewajiban Muqtariḍ dan Muqriḍ, Pendapat Ulama tentang Pertambahan nilai 

pada Pengembalian Pinjaman 

Bab Tiga membahas tentang Gambaran Umum Profil KPN Muamalah, 

Sistem Peminjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri Muamalah, Tinjauan Konsep 

Al-QarḍTerhadap Sistem Pengembalian Hutang pada Koperasi Muamalah 

Fakultas Syari'ah dan Hukum  UIN Ar-Raniry.  

Bab Empat sebagai adalah bab penutup, dalam bab ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan 

dengan pembahasan yang disebut di atas. 

 

 
 



BAB DUA 

KONSEPAL-QARḌ 

2.1.Hukum Meminjam Menurut Islam  

2.1.1.  Pengertian Pinjaman dalam Hukum Islam  

Hukum Islam membolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada 

peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya-biaya pokok, tetapi 

agar biaya ini tidak menjadi bunga, biaya ini tidak boleh dibuat proporsional 

terhadap jumlah pinjaman.1Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan 

sebutan Al-Qarḍ.Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit. 

Dan kredit dalam Islam disebut dengan kata  Qarḍ.  

Secara bahasa Qarḍberarti pinjaman (hutang)2, sedangkan Al-Ḥasan 

artinya baik atau kebaikan.3 Jadi kalau digabungkan antara kedua menjadi  Qarḍ 

Al- Ḥasan yang berarti pinjaman yang baik.4 

Secara etimologi Qarḍ merupakan bentuk masdar dari qaraḍhu asy-

syai'ayaqariḍhu, yang artinya dia memutuskannya. Al-Qarḍ adalah bentuk masdar 

yang berarti memutuskan. Dikatakan qaraḍhu asy-syai'abil-miqraḍ, atau memutus 

1Ascarya.Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  hlm. 
47. 

 
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1990), 

hlm. 337. 
 
3Ibid, hlm. 103. 

4Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 139. 

 

18 
 

                                                           



19 
 

suatu dengan gunting. Qarḍadalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk 

dibayar.5 

Pada  penjelasanQarḍ Al-Ḥasanahli fikih muamalah menggunakan istilah  

Qarḍ, karena istilah Qarḍ Al-Ḥasantidak ditemukan dalam literatur fikih 

muamalah. Namun demikian maka Qarḍyang dimaksud adalah Qarḍ Al- Ḥasan.6 

Adapun Qarḍsecara terminology adalah memberikan harta kepada orang 

yang akan memanfaatkan hartanya dan mengembalikan ganti ruginya dikemudian 

hari.  Dan juga Qarḍ Al-Ḥasan menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich adalah 

suatu akan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama memberikan harta 

baik dalam bentuk uang maupun barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan 

dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan uang maupun barang yang 

dipinjamkan dengan sama persis tanpa adanya pengurangan atau kelebihan kepada 

pihak pertama.7 

Pengertian Qarḍ  merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat 

sosial. Para pihak  dalam melakukan akad tersebut  sepakat bahwa salah satu dari 

kedua pihak memberikan pinjaman untuk pihak lainnya atas dasar tolong 

menolong.8 Secara istilah, menurut  Ulama HanafiyahQarḍadalah harta yang 

memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan 

kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki 

5 Mardhani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mumalah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 333. 

6 Rahmat Syafi'i,Fiqh Muamalah, hlm. 139. 

7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.275. 

8 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya), (Banda 
Aceh: Pena , 2010), hlm. 90. 
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kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.9 

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikanQarḍsebagai bentuk pemberian harta 

dari seseorang Muqriḍkepada orang lain Muqtariḍ dengan ganti harta sepadan 

yang akan menjadi tanggunggannya sama dengan yang diambil.10 

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah jilid 4 menyatakan bahwa 

Qarḍ adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk 

dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.11 Sedangkan menurut Bank 

Indonesia pengertian Qarḍ adalah akad pinjaman dari bank (Muqriḍ) kepada 

pihak tertentu (Muqtariḍ)yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama 

sesuai dengan pinjaman.12Qarḍ bisa diartikan utang piutang atau pinjaman uang.  

Pinjaman Qarḍ yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga 

ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib 

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.13 

Peminjaman dalam hukum Islam disebut Qarḍ,  yang mana peminjaman 

yang dilakukan tanpa meminta manfaat karena meminta manfaat atau tambahan 

atas pinjaman tersebut disebut riba. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa 

siapa yang mempunyai beban pinjaman berupa Qarḍatau kredit maka dianjurkan 

9Wahbah Az-zuhaili,Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 
374. 

 
10Ibid.hlm. 374. 

11Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4,(terj. Nor Hasanuddin),(Jakarta: Penaaksara, 2004), 
hlm. 181. 

 
12 Sunarto Zulkifli, Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2007), hlm.26. 
 
10Ascarya, Akaddan Produk Bank Syariah,  hlm.46 
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agar dia mengambil dengan barang atau pengembalian yang lebih baik dari barang 

yang dipinjamkan kepadanya.14Ini merupakan bukan pinjaman yang dimanfaatkan 

untuk mendapatkan keuntungan karena perbuatan yang mengambil manfaat 

atasnya merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang apabila disyaratkan 

dalam transaksi pinjam meminjam. 

Islam mengajarkan agar pemberian kredit oleh kreditur atau 

Muqriḍdikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan 

olehMuqtariḍ atau debitur kepadanya, sebab larangan ini sesuai dengan hadits 

yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abas " bahwa 

Rasul melarang mereka melakukan Qarḍ (kredit) yang mensyaratkan manfaat"15. 

Namun jika itu diberikan sebagai tanda terimakasih maka itu boleh yang dianggap 

sebagai hadiah.Qarḍ atau kredit diperbolehkan dalam Islam akan tetapi 

peminjaman yang berunsur kredit ini tidak mengandung riba di dalamnya. 

Adapun riba yang dimaksud adalah bunga yang diambil lebih dari nilai pokok 

pinjaman. 

Al-Qarḍ juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang ditagih  

atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya 

tambahan atau imbalan yang diminta.16Seperti pengertian dan penjelasan 

mengenai Qarḍ Al- Ḥasan dapat disimpulkan bahwasannya akad perjanjian 

peminjaman dari suatu lembaga atau seseorang (Muqriḍ) yang diberikan kepada 

14 Walid Abdus Salam Baly, Dialog Ilmiah Bank Syariah VS Bank Konvesional, (Jakarta: 
Darul Falah, 2002), hlm. 19. 

 
15 Ahmad Sunarto dkk, Shahih Bukhari,Jilid III,  (terj. Shahih Bukhari),  (Semarang: CV 

Asyifa, 1991), hlm. 432. 
 
16 Ismail,Perbankan Syariah,  (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.212. 
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peminjam (Muqtariḍ) yang harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan 

dalam jangka waktu  yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya 

imbalan atas peminjaman tersebut. 

Qarḍ Al-Ḥasanmerupakan produk pembiayaan yang memberikan manfaat 

cukup besar bagi perkembagan  kehidupan umat Islam, baik segi sosial maupun 

ekonomi, maka sudah selayaknya lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan 

produk unggulan Qarḍ Al- Ḥasankarena memberi manfaat yang sangat signifikan 

bagi umat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Disisi lain dengan adanya 

produk Qarḍ Al-Ḥasanini sangat membantu orang yang susah dalam 

mendapatkan keuangan untuk keperluan hidup yang sangat dibutuhkan. Karena 

dengan adanya penerapan  konsepQarḍ Al- Ḥasandalam praktek pada lembaga 

keuangan syari'ah baik bank maupun non bank menjadikan wadah dan penyaluran 

dana-dana yang bersifat sosial bagi mereka yang layak menerimanya.17 

2.1.2  Rukun dan Syarat Qarḍ Al- Ḥasan 

Al-Qarḍ merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu 

pemilik modal (Shahibul Mal,Muqriḍ) yang mempercayakan modalnya kepada 

pengelola modal (Mudharib, Muqtariḍ) untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi 

masyarakat. Peminjaman modal tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan 

perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, dan ini 

17 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya), (Banda 
Aceh: Pena, 2010), hlm.90. 
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sesuai berdasarkan ketetapan yang dibuat fuqaha dan juga Dewan Syari'ah 

Nasional MUI tentang sistem peminjaman modal itu sendiri (Al-Qarḍ).18 

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang wajib ada 

dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya 

melengkapi rukun saja. Meskipun demikian, syarat bukan lah rukun, atau dengan 

kata lain tidak ada hubungan yang saling melengkapi untuk keduanya.19 

Adapun yang menjadi Rukundalam Qarḍadalah: 

1. Muqriḍ, yaitu pemilik barang atau harta. 

2. Muqtariḍ, yaitu orang yang meminjam atau peminjam 

3. Ijab qabul (Sighat), yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak yang 

menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau 

ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk 

mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. 

Pinjaman bentuk ini adalah pinjaman pada akhirnya diharapkan 

peminjaman berubah keadaan ekonominya atau terlepas dari kekurangan 

hidupnya. Tradisi yang sering ditemukan adalah peminjam diberikan modal untuk 

suatu kegiatan usaha atau peminjaman yang digunakan untuk kebutuhan yang 

mendesak. Pinjaman hanya mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan 

ukuran atau jumlah seperti sewaktu dipinjam tanpa tambahan apapun. 

Jika dalam suatu akad terdapat rukun maka dalam suatu akad juga 

membutuhkan beberapa syarat. Terdapat beberapa persyaratan dalam akad Qarḍ 

18 Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.91. 

19 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 137. 
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Al-Ḥasanagar kegiatan muamalah tersebut dapat sah untuk dilakukan. 

Diantaranya: 

 

1. Pihak yang meminjam (Muqtariḍ) 

Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang 

atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan 

dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat 

dalam transaksi yaitu orang yang berhutang dan orang yang menghutangkan 

adalah orang yang cukup hukum dan baliq.20 

Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman 

menurut syara', adalah: 

a. Orang yang layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut 

syara' untuk kegiatan muamalah. 

b. Mampu membayar kembali utangnya 

       Artinya setiap orang yang meminjam hendaknya harus disepakati 

terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali 

pinjaman tersebut. Namun bilaberhutang memang tidak mampu membayar 

utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan 

bersabar sampai orang yang berutang mempunyai kemampuan. 

c. Orang yang bangkrut (Muflis) 

Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan 

memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu 

20Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, hlm. 140. 
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mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakiri usahanya, 

keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya. 

 

 

d. Meminjam untuk pembelanjaan hidup 

Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilan, maka 

dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

2. Pihak yang memberi pinjaman (Muqriḍ)  

Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta 

miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan 

ini memiliki syarat tertentu dalam memberi pinjaman antara lain adalah: 

a. Ahli Tabarru' 

Ahli Tabarru' yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus 

melakukan peniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, 

dan gadai mengadaikan. 

b. Pemilik yang benar 

Pemilik yang benar merupakan pinjaman juga harus benar terhadap 

harta yang dipinjamkannya dan harta tersebut diperboleh dari yang halal. 

Kepemilikan juga suatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan 

seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya 

mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu kecuali adanya halangan 

syara'. Benda dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh 
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bertindak  dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum 

terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara'.21 

c. Dana  

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman 

adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. 

Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas 

nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan 

pada waktu akad. 

d. Ijab qabul (Sighat) 

Lafaz akad adalah ijab qabul merupakan gabungan dari dua  kata, 

ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan  yang keluar dari salah 

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 

berakad,, yang diucapkan setelah adanya ijab.22 

 Syarat-syarat yang harus ditunaikan setiap syarat yang di dalamnya 

terdapat unsur yang menguatan akad, menetapkan  dan mempertegas hak. 

Umpamanya, dipersyaratkan harus adanya jaminan atas barang yang harus 

dipinjamkan. ada penjamin, ada saksi, ada ikrar di depan hakim, atau harus ada 

pencatatan atas hutang. Semua itu dibolehkan. Pemberi pinjaman berhak untuk 

mempersyaratkannya karena hal itu merupakan penguat akad dan tidak ada unsur 

penambahan. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari An-nas bin 

21 Nasrun Harun,Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 31. 

22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 20. 
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Malik ra. Ia berkata " Sungguh Nabi SAW. Pernah menjaminkan baju besi 

miliknya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu ia mengambil gandum darinya 

untuk keluarganya." Syarat-syarat seperti ini harus dipenuhi oleh peminjam. Jika 

tidak, pemberi pinjaman berhak membatalkan transaksi.23 

2.1.2. Dasar Hukum Qarḍ Al- Ḥasan 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Qarḍ yang 

bolehdilakukanakan tetapi tidak dengan mendatangkan keuntungan atau 

pengembalian pinjaman disertakan dengan bunga. Qarḍ(pinjam-meminjam) 

hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Orang yang membutuhkan boleh 

menyatakan ingin melakukan meminjam. Dan ini bukan sesuatu yang buruk untuk 

dilakukan, jika ia mendesak dalam hal membutuhkan sesuatu maka ia dapat 

meminjamkan baik itu barang maupun uang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam 

Surah Al-Hadid ayat 11, Allah SWT juga berfirman: 

             
 
Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." 

 
Kata pinjaman yang dimaksud dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita 

sebagai umat Islam harus memberikan pinjaman yang baik, dengan kata lain 

sedekah maupun memberikan pinjamanan kepada orang yang lebih membutuhkan 

23 HR.Bukhari dalam kitab al-Bayu',bab Ssyira' al-Nabawi saw. Bi al-Nasi'ah. No.1963. 
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dengan ikhlas maka Allah akan mengandakan atas apa kebaikan yang kamu 

lakukan. Karena pinjaman kepada Allah dalam ayat adalah ikhlas. Memberikan 

harta baik itu sedikit maupun banyak  kepada orang lain bahwa pihak yang sangat 

membutuhkan harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan dari harta yang 

dipinjamkan tersebut. 

Adapun dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan pada ayat 245 mengenai 

pinjaman, sebagai firman Allah SWT:  

 

                 

      
 

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-
Nya-lah kamu dikembalikan". 

 
  Ayat ini dapat dipahami bahwa pinjaman yang diberikan di jalan Allah 

maka itu adalah salah satu amalan sholeh. Karena dengan menginfakkan atau 

membantu orang lain dalam kesusahan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan 

kata lain "pinjaman yang baik". Pada ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa 

peminjaman yang baik adalah peminjaman yang diberikan kepada orang lain 

dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas dalam membatu sesama manusia. Karena 

dengan peminjamna yang baik akanada balasan dari Allah dengan melipat 

gandakan sesuatu perbuatan dengan niat yang baik. Karena sesuatu yang baik juga 
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akan dibalas dengan baik. Dalam surah lain juga dijelaskan peminjaman yang baik 

ada pada surah  Al-Maidah: 12. Allah SWT berfirman:  

 

                     

               

                  

                

 
Artinya: "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil 

dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah 
berfirman: "sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya  jika kamu 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-
rasulKU dan kamu bantu mereka dan pinjaman kepada Allah pinjaman 
yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan 
mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir 
diantara sesudah kamu itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan 
yang lurus".  

 
 
 Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasanya barang siapa yang 

melakukan tolong menolong antar sesama di jalan Allah atau memberikan 

pinjaman yang baik maka Allah akan membalas dengan melipat gandakan balasan 

kepadanya pada hari kiamat nanti dan memasukkannya ke dalam surga atas 

balasan kebaikannya. Karena membantu orang lain dalam kesulitan adalah salah 

satu sifat terpuji. Sehingga kita dapat menyelamatkan orang lain dalam kesulitan, 

dengan begitu Allah akan membalas atas kebaikan yang telah kamu lakukan.  
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 Jadi tolong-menolonglah dalam kebaikan sesungguhnya itu tidakakan 

merugikanmu, bahkan hartamu tidak akan berkurang. Malah sebaliknya Allah 

akan melipat gandakan atas kebaikan.  

ت ليلة أسريبي على باب الجنة مكتوبا يعن انس بن ما لك قال : " قال رسول االله صلى االله سلم را
الصدقة بعشر امثا لها وقرض بثمانية عشر فقلت ياجبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لأن 

 السائل بسال و عنده و المستقرض الأ من حاجة" (رواه ابن ماجه)
 

Artinya: "Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah: aku melihat pada waktu 
malam isra, pada pintu surge tertulis: sadaqah di balas 10 kali lipat 
dan qard 18 kali, aku bertanya: wahai jibril mengapa qard lebih utama 
dari sedekah? ' ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia 
punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali 
karena keperluan". (H.R. Ibnu Majah)24 

 
 Pada hadis Ibnu Majah tersebut menjelaskan tentang keutamaan dalam 

memberikan pinjaman, bahkan memberikan pinjaman lebih utama dari pada 

bersedekah. Karena ia akan hanya memberikan pinjaman jika ada seseorang yang 

meminta kepadanya ketika perlu saja dan ia tidak akan memberi pinjaman juga 

tidak ada hal yang mendesak oleh karena ituQarḍadalah salah satu bentuk tolong 

menolong yang sangat dianjurkan karena siapapun yang memberikan pinjaman 

dengan baik di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan hartanya kepada 

yang  meminjamkan hartanya dari pada orang yang bersedekah karena  seseorang  

tidak akan meminjamkannya jika ia sangatmembutuhkanya dalam hal yang 

mendesak.  

Landasan lain Qarḍ Al- Ḥasandi antaranya adalah yang diriwayatkan  oleh 

hadis Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda: 

24 Alhafidh Abi Abdillah Muhammad Bin YazidAl-Qazwayni, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 
(Kairo: Daruul Hadits, 1998), hlm. 364-465. 
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و عن أبى هر يرة رضي أالله تعال عنه عن النبي صاي عليه وسلم قل : من أخد أموال الناس يريد 
 ˾˻أداء ها أدى أالله عنه, ومن أخد هايريداتلا فهااتلافه أالله (رواه اأبخارى)

 
Artinya:  "Dari ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "tidaklah seorang 

muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak 

dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu 

kali." (HR. Ibnu Majah) 

 
Menurut Kahar Mansyur, hadis ini merangkan bahwa untuk membayar 

hutang, barang siapa yang melakukan pinjaman atau berhutang pada orang lain 

maka hendaklah ia mengembalikan atau melunasi hutang tersebut. Dengan 

demikian Allah SWT akan membuka pintu rezekinya karena ia telah berniat baik 

untuk membayar kembali pinjaman atau utang tersebut, akan tetapi jika ia berniat 

untuk tidak mengembalikan pinjaman atau utangnya pada sang pemilik maka 

Allah akan menutup pintu rezekinya.26 

 Harus adanya unsur kepercayaan satu sama lain dalam pinjam meminjam 

agar terjalinnya suatu hubungan yang baik, agar tidak adanya kerugian yang 

terjadi antar sesama, akan tetapi terjalinnya hubungan tolong menolong antar 

sesama dalam masyarakat. Jika dalam diri manusia sudah ada rasa kepercayaan 

sesama maka akan sangat mudah jika ia ingin meminjamkan uang kepada orang 

lain begitu juga dengan sebaliknya. Adapun dalam dirinya  ada rasa khianat, maka 

akan sulit untuk menjalin hubungan dan rasa kepercayaan itu yang mana tidak 

25Ibid, hlm. 364. 

26Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, (Bairut Libanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah,Tt),  
hlm.468. 
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akan memudahkan seseorang dalam mendapatkan pinjaman, dikarenakan ia tidak 

menunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu tolong menolonglah dalam kebaikan 

maka Allah akan melipat gandakan rezekinya. 

 Prinsip Qarḍ Al- Ḥasan, peminjaman yang dilakukan oleh bank atau 

koperasi yang berupa kredit. Ini hanya merupakan perjanjian antara lembaga 

keungan Islam dengan nasabah sebagai pinjaman lunak. Dalam kredit ini nasabah 

tidak perlu memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut, nasabah hanya 

diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah 

diperjanjikan dengan koperasi tersebut diawal perjanjian yang dibuat. Prinsip ini 

sering disebut pembiayaan kebajikan karena merupakan pembiayaan yang bersifat 

sosial dan non komersial.27 

Qarḍmerupakan bagian dari muamalah dan sering terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari, dalam Qarḍ  terdapat hubungan muamalah antara sesama 

manusia, maksudnya hubungan antara peminjam dengan orang yang 

meminjamkan harta benda lainnya. Dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari 

manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama 

dalam suatu usaha.28 

Biasanya pinjaman ini sering diberikan kepada pengusaha kecil atau 

seseorang dengan jumlah peminjaman yang kecil. Karena peminjaman ini sering 

dilakukan pada koperasi. Baik itu dalam bentuk produktif  maupun konsumtif. 

Dengan demikian Qarḍ Al- Ḥasan sangat dianjurkan dalam Islam karena prinsip 

27Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogjakarta:Ekonesia, 2003), hlm. 89. 

 
28 Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah,Jilid 13, hlm. 19. 
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ini dilakukan hanya semata-mata untuk peminjaman dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Karena peminjaman ini tidak dalam jumlah yang besar seperti kredit 

dibank yang dapat dicicil dengan jangka waktu yang lebih lama.  

 

2.2  Hak dan Kewajiban Muqtariḍ dan Muqriḍ 

 Dalam suatu perjanjian adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak 

baik Muqtariḍ(pihak yang meminjam) debiturataupunMuqriḍ(pihak yang 

memberi pinjamanan) kreditur, dari kedua pihak ini adanya hak dan kewajiban 

yang saling timbal balik. Hak kriditur di satu pihak akanmenjadi kewajiban bagi 

debitur. Begitu sebaliknya kewajiban kreditur menjadi hak debitur. Adapun hak 

dan kewajiban kedua belah pihak dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Hak Muqtariḍ (pihak yang meminjam) 

• Berhak menerima uang yang dipinjamkan sesuai dengan jumlah yang 

telah disepakati pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak 

• Menerima uang dengan tidak adanya pengurangan atau jumlah uang 

b. Kewajiban Muqtariḍ (pihak yang meminjam) 

•  Mengembalikan pinjaman yang telah ia pinjam dengan jumlah yang 

sama. 

• Mengembalikan pinjaman uang dengan waktu yang telah ditentukan atau 

telah jatuh tempo pengembalian. 

• Membayar bunga seperti yang telah diperjanjikan  

• Membayar pinjaman sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak.  
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c. Hak Muqriḍ(pihak yang memberi pinjaman) 

• Menerima uang pinjaman dengan tepat waktu 

• Menerima uang pinjaman dengan jumlah yang sama tidak adanya 

pengurangan atau kelebihan sesuai dengan isi perjanjian. 

d. Kewajiban Muqriḍ(pihak yang memberi pinjaman) 

• Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga 

terlarang dalam islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan 

hutang atau pinjaman kebajikan .dia sama sekali tidak boleh memungut 

bunga. Dan tidak pula boleh mengharapkan hadiah apapun dari debitur. 

• Peminjamn hendaklah diberikan kepada yang benar-benar memerlukan 

dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan.  

• Jika seseorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang hendaklah 

ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan 

pinjaman itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu 

harus dibuat di depan dua orang saksi. Menurut sebuah hadis Nabi 

Muhammad SAW, seseorang yang meminjamkan uang tanpa dokumen 

atau bukti tidak akan ditolong oleh Allah jika ia meminta tolong ketika 

utang itu tidak terbayar. 

• Kreditur harus cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan waktu 

pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi 

kewajibannya.29 

29Muhammad SharifChaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 
2012),  hlm.249-251. 
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• Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur 

dianjurkan untung mengurangi jumlah piutangnya.  

• Jika kreditur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, 

maka kreditur hendaklah menerima pembayaran  dengan cicilan. Jika 

harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah 

utangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan ini saja dan 

membebaskan sisanya. 

•  Seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan teguran kepada debitur 

yang mampu tetapi enggan untuk membayar utangnya. 

• Jika debitur telah menyerahkan harta atau asset sebagai jaminan kepada 

kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan 

itu karena, menurut fuqaha, itu sama dengan riba. Ia boleh memakainya 

asal menanggung biayanya.30 

• Kreditur wajib menyerahkan uang yang akan dipinjamkan oleh debitur 

sesuai dengan isi perjanjian tidak adanya pengurangan dan kelebihan. 

• Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum 

lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta 

kembali oleh kreditur. 

• Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, 

dan kreditur menuntut pengembalian utang,  

• Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan 

mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga 

30Ibid, 

 
 

                                                           



36 
 

harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah 

mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu 

pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata) 

 

2.3 Pendapat Ulama tentang  Pertambahan Nilai pada Pengembalian 
Hutang 

 
Bunga adalah suatu tambahan atas pokok yang diambil dari suatu 

peminjaman. Adapun beberapa pendapat tentang bunga dan sesuatu yang lebih 

atau tambahan dari pokok dikatakan sebagai riba.   

Adayang mengatakan bunga itu haram, halal dan bahkan syubhat. Dan 

pendapat para ulama tentang 3 pendapat tersebut adalah : 

a. Pendapat yang membolehkan bunga  

Pendapat yang ulama yang mengatakan bunga adalah sesuatu yang  tidak 

sama dengan riba. Karena perputaran modal itu dilakukan secara tidak langsung 

dengan cara meminjamkan uang simpanan tersebut kepada investor proyek-

proyek  tersebut lalu menarik bunga dari mereka, sebagian bunga yang diterima 

dari inverstor kemudian diberikan kepada para nasabah. Dengan demikian, dalam 

hal ini bank menjadi perantara antara nasabah dan investor. Beberapa ulama 

berpendapat tentang bunga bank adalah halal dengan mengabaikan konsep 

kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba (setiap pinjaman yang menarik manfaat 
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maka itu adalah riba). Karena mereka berpendapat ini bukanlah salah satu hadis 

sehingga tidak dijadikan sebagai dalil.31 

Adapun merutut pendapat fatwa ulama Abdul Mun'in An-Namr yang 

membolehkan bunga bank dan Mufti Agung  yang menjelaskan tentang kebolehan 

bunga deposito dan bank-bank khusus.32Sama halnya dengan bank, koperasi juga 

merupakan salah satu perantara Muqtariḍ dan Muqriḍyang menghubungkan 

mereka dalam bertransaksi. Terjadinya transaksi tukar-menukar uang dan 

transaksi pinjaman merupakan mengandung konsep riba.  

Dengan demikian, pengaharaman bunga sudah ditetapkan oleh AlQur'an, 

Sunnah, dan Ijma para sahabat. Pertakaan kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba 

(setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan merupakan 

hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang meriwayatkan 

pernyataan ini dengan larangan yang mengambil manfaat darinya. Karena 

larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi melarang 

melakukan pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad).33Orang-orang yang 

membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasannya bank adalah kebutuhan 

penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern. 

Ada beberapa pendapat umum yang menganggap bunga bank tidak sama 

dengan riba, yaitu, 

• Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukum nya. 

31Wahbah  Az-zuhaili,Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani 
dkk),hlm. 339 

 
32Ibid. 
 
33Ibid, hlm. 343 
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• Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan 

bunganya dilarang, sedangkan produktif tidak demikian. 

Kedua pendapat di atas adalah pendapat para ulama atau umat Islam yang 

putus asa akan kemingkinan dapat dioperasikannya secara murni bank Islam di 

Indonesia. Oleh karena itu mereka khawatir jika umat Islam menjauhi bank dan 

keadaan ekonomi mereka tak akan maju.34Dan alasan para ulama atas pendapat 

tersebut yaitu, pertama, darurat, dispensasi darurat harus dinyatakan sesuai dengan 

syariat, yaitu dengan metodologi ushul fiqh seputar kadar darurat. Kedua, berlipat 

ganda (zalim) >< wajar. Perlu pemahaman tentang jiwa larangan riba secara 

lengkap dan tahapan-tahapan pelarangan tersebut. Perlu juga dipelajari praktik 

yang terjadi  dalam sistem perbankan konvesional secara potensial dan secara 

nyata. Ketiga, lembaga hukum dan hukum taklif. Perlu dipelajari catatan sejarah 

tentang jangkauan hukum taklif sebelum dan sesudah masa Rasulullah.35 

Adapun pendapat lain seperti hanya kredit yang bersifat konsumtif saja 

yang pengambilan bunga dilarang, sedangkan produktif tidak demikian. Juga 

bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbana/pematangan penggunaan 

pendapatan yang diperoleh. Pendapat ini adalah pendapat para ahli ekonomi Barat 

bahwa imbalan bunga  dapat diganti dengan bagi hasil yang lebih adil. Sebagian 

umat Islam mendapatkan pendidikan ekonomi Barat masih itu karena dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

34 Wirdyanigsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, Bank dan Asuransi Islam 
di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 19. 
 

35Ibid, hlm 20 
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Seharusnya kita perlu meyakini apakah tidak akan terjadi pengalihan 

pemanfaatan pinjaman dari yang produktif kepada yang konsumtif. Perlu dijakini 

juga apakah bentuk-bentuk kredit di zaman pra Islam itu semuanya bersifat 

konsumtif.36 

b. Pendapat ulama tentang syubhatnya bunga 

Pendapat para ulama tentang syubhatnya yang mendatangkan keuntungan 

dalam pinjaman.Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sudah dijelaskan bahwasannya 

pengharaman riba, lalu sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari jenis riba 

di sini adalah dan akad tertentu, seperti akad jual-beli, Qarḍ, dan tukar-menukar 

uang (sarf). Hanya saja para ulama berbeda pendapat hanya mengenai ilatnya saja. 

Menurut  Pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah merupakan illat dalam riba 

(bunga) adalah barang yang ditukar dan ditimbang. Dan pengharaman riba 

mencakup semua barang yang dijual secara ditimbang maupun ditukar.37 

 Kemudian pendapat Ulama Malikiyah mengenai illatnya riba terdapat 

dalam makanan pokok yang dapat disimpan. Karena menurut pendapat ini waktu 

dalam menyimpanannyalah atau waktu yang ditunda untuk menjadikan untuk 

dikosumsikan yang menjadi illat riba.38 

 Pendapat Ulama Syafi'iiyah yang menjadikan illat pada makanan, 

sehingga mencakup semua jenis makanan pokok. Sedangkan pendapat ulama 

Malikiyah dan ulama Hanafiyah dan  Hanabilah sepakat illat riba pada emas dan 

36 Ibid, hlm. 20. 
 
37 Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), 

hlm. 346. 
 
38 Ibid. 
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perak dan barang lain yang menggantikan (uang kertas) adalah nilai, maksudnya 

yang menjadikan kesatuan dari penilai suatu barang. Lalu riba bank dengan sistem 

bunga yang berlipat ganda telah berubah menjadi sistem riba yang berlipat.  

Salah satu penulis kontemporer seperti  Ma'aruf ad-Dawalibi beranggapan 

bahwa riba yang diharamkan adalah riba Qarḍ (pinjaman) untuk kosumsi. Karena 

riba ini dilakukan oleh orang-orang yang memerlukan secara mendesak dan 

mengembalikan dengan cara berlipat ganda atau dengan bunga. Maka ini yang 

dikatakan riba akan tetapi jika para investor yang sering dilakukan oleh orang 

kaya guna menginvestasikan dalam hal pertanian, industri, maupun perdagangan 

sebagian besar mereka mendapatkan keuntungan dari hasilnya dan menurut 

pendapat Ma'aruf tidak termasuk dengan riba karena hal itu tidak memanfaatkan 

kondisi kesulitan orang yang meminjam.39 

c. Pendapat ulama tentang haramnya bunga. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba terdapat pada jual-beli. 

Selain itu riba juga terdapat pada Qarḍ (pinjaman), yaitu jika seseorang yang 

memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat ketika pengembalian 

adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan masyarakat telah terjadi 

kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga 

dengan mensyaratkan dengan tambahan tertentu yang dibayarkan setiab bulan 

atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank konvesional dan transaksi 

yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan terhadap pemutaran harta di 

kalangan masyarakat. 

39Ibid, hlm. 347. 
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Dalam fatwa tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam 

suatu pertemuan penelitian islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam 

konferensinya yang kedua pada bulan Muharam 1385 H atau Mei 1965 di Kairo. 

Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut: 

" keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua yang merupakan riba 
yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumtif 
maupun produktif, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semua sama saja 
haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, 
walaupun dengan alas an karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan 
darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala 
macam kredit yang berbungan, semua termasuk praktik riba yang diharamkan”.40 

 
Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang 

(Al-Qarḍ) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan  

pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan 

secara pasti di muka berdasarkan persentase.41 

Adapun penetapan bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan oleh 

Allah SWT, seperti dikemukakan oleh : 

• Imam Nawawy dalam Al-Majmu 

• Ibnu Al-'Araby dalam Ahkam AlQuran 

• Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qary 

• Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-mufradat fi  Galib AlQuran 

• Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan 

Bunga hukumnya haram, seperti dikemukakan oleh: 

• Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba 

40 Wirdyanigsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, Bank dan Asuransi Islam 
di Indonesia, hlm. 33. 

 
41Ibid, hlm. 35-36. 
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• Yusuf al-Qarhawy dalam Fawaid al-Bunuk 

• Wahbah al-Zuhaili dalam Al-fiqh al-Islamy wa Adilatuh42 

Bunga dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba 

yang diharamkan Allah SWT. dalam al-Quran, karena riba hanya dikenakan 

tambahan pada saat peminjam tak mampu mengembalikan pinjaman pada saat 

jatuh tempo. Sedangkan, bunga sudah langsung dikenakan  tambahan sejak 

terjadinya transaksi. Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai 

dengan syariah.43 

d. Qarḍ (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan  

Adapun Qarḍ menurut pendapat ulamatentang yang mendatangkan 

keuntungan, sebagai berikut: 

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam pendapatan yang kuat 

mengatakan bahwa Qarḍ yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika 

keuntungan disyaratkan sebelumnya.44Artinya jika belum disyaratkan sebelumnya 

dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka dibolehkan. Oleh 

karena itu orang yang memberikan gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman)  

pinjamantidak diperkenankan memanfaatkan gadainya, apabila hal ini disyaratkan 

sebelumnya atau merupakan kebiasaannya yang berlaku. 

42Ibid, hlm. 36-37 

43Ibid 

44Wahbah Az-zuhaili,Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (terj Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 
379. 
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Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya makruh 

tahrim kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana 

yang termaktub dalam  dalam kitab-kitab Hanafiyah yang mu'tabar. Tetapi, 

sebaimana ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin 

penggadai. Pendapai ini lah yang sesuai dengan ruh Syari'ah yang berkaitan 

dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah untuk pemberi pinjaman. Jika 

sudah ada dalam persyaratan maka hukumnya makruh tetapi jika tidak ada maka 

persyaratan maka hukumnya haram.45 

Para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad Qarḍ yang 

mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya 

mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga dengan hadiah peminjaman 

adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan hutang, 

padahal sebelumnya tidak ada memberian hadiah pada orang yang memberikan 

hutang dan tidak ada sebab baru seperti sanan ataupun tetangganan, yang mana 

hadiah yang dimaksud  untukitu semua dan bukan karena alasan utang.46 

 Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi 

dan peminjam, adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihkan 

bayarannya sedang utang-piutang disebabkan oleh jual-beli, maka hukumnya 

mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarnyaitu lebih bagus sifat maupun 

ukurannya. Apabila utang disebabkan oleh Qarḍ, maka jika tambahannya 

45Ibid, hlm. 379-380. 

46Ibid. hlm. 380. 
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merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang 

mutlak.47 

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwasannya Qarḍ yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, dan Ibnu 

Mas'ud dan Ibnu Abbas mereka juga melarang Qarḍ yang mendatangkan 

keuntungan48 karena Qarḍ tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena 

itu, dalam keadaan ini akad Qarḍ  itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah 

batal, baik keuntungan itu serupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.49 

Mengenai peminjaman harta orang lain orang yang biasa memberikan 

tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dan pendapat Mazhab Syafi'iyah 

yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan pendapat Mazhab 

Hambali terdapat dua riwayat , dan yang paling shahih adalah yang mengatakan 

boleh tanpa adanya makruh. Sebagaimana tidak mendatangkan keuntungan. Jika 

pemberi pinjaman tersebut mengambil keuntungan atas peminjamannya maka itu 

tidak diperbolehkan. Qarḍ dapat dilakukan apabila seseorang sangat 

membutuhkan pinjaman tersebut dengan kondisi keaadaannya yang sangat 

mendesak. Qarḍ  yang dibarengi dengan jual beli itu tidak dibolehkan karena itu 

akan menghambat dalam pelunasan utangnya.50 

47Ibid, hlm. 380. 

48Ibid, hlm. 380-381.  

49Ibid. 

50Ibid, hlm. 381-382. 
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Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa persyaratan 

tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik, baik 

dari segi kadar maupun sifatnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang 

dengan  hal ini diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. 

Adapun larangan mengambil Qarḍyang menarik keuntungan, maka ia 

bukanlah hadits sebagaimana ditegaskan Hafidz az-zaila'I dalam kitabnya nasbur 

rayah, dan dijelaskan dalam hasyiahnya. Tetapi  bisa  juga dipahami bahwa 

larangan yang berkaitan Qarḍ hanya lah yang ada persyaratan keuntungan atau 

Qarḍyang memberikan keuntungan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.51 

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya 

Qarḍmerupakan suatu pinjaman berupa uang atau barang yang harus 

dikembalikan pada tempat waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan atas 

pinjaman tersebut. karena dalamQarḍ terdapat unsur tolong menolong antar 

sesama bukan mencari keuntungan dengan melebihkan ketika pemgembalian 

pinjaman yang akan menjadi riba. 

Qarḍ yang mendatangkan keuntungan dilihat dari beberapa pendapat 

ulama adalah haram, karena akad Qarḍyaitu jika seseorang meminjamkan orang 

lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan 

mengembalikan dengan tambahan atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi 

kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu.52 Ini jelas 

haram hukumnya. Pada beberapa pengertian Qarḍyang telah dijelaskan bahwa 

51Ibid, hlm. 380-381 

52Ibid, hlm. 337. 
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Qarḍ tidak ada pihak yang mengambil keuntungan karena Qarḍ adalah hanya 

pinjaman yang dilakukan tanpa imbalan atas pinjaman tersebut.Dalam konsep 

konvesional banyak terjadi jika peminjaman yang dilakukan pada bank-bank 

dengan konsep konvesional pengembalian dengan tambahan (bunga). Oleh sebab 

itu bunga yang ada pada bank adalah riba. Sedangkan hukum riba itu sendiri 

adalah haram.  

Jika seseorang mengambil keuntungan pada seseorang yang diberikan 

pinjaman itu bisa saja si muqriḍ menzalimi orang lain atas keuntungan yang 

diambilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat dalam surah Al-

Baqarah ayat 275  

           
Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 
 

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang sering dilakukan itu 

tidak boleh, karena riba itu sendiri sudah dipertegaskan hukumnya haram dalam 

ayat di atas. Riba yang menggambarkan di dalam ayat tersebut adalah riba nasiah. 

Dan riba nasiah itu sendiri adalah riba nasiah ialah pembayaran lebih yang 

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan atau tambahan yang dilakukan dengan 

mensyaratkan baik dalam jual-beli maupun pinjaman (Qarḍ). 

Maksudnya, kamu sebagai umat Islam jangan menganiaya sesama dengan 

mengambil keuntungan atau tambahan  yang kamu peroleh dari pinjaman 

tersebut.  Juga jangan mengurangi dari pinjaman itu sendiri. Karena dalamkonsep 

Qarḍtidak adanya pengurangan atau penambahan dalam 

 
 



47 
 

peminjaman.53Sebagaimana ia meminjam uang maka sejumlah pinjaman itulah 

mengembalikannya.   

Pengharaman riba ini pun untuk menghindari penipuan yang besar bagi 

salah satu pihak disebabkan perubahan mendadak pada barang karena suatu sebab. 

Selain itu, riba dilarang untuk menutup pemanfaatan pihak tertentu terhadap 

ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiaban.Maka dari itu tidak 

adanya penambahan atas pinajamn (Qarḍ) karena sudah jelas bahwa itu adalah 

riba. Pada dasarnya konsep adanya tambahan atau bunga sering terjadi pada bank-

bank konvesional. 

Pada dasarnya lembaga keuangan sekarang seperti bank atau non bank 

merupakan sebuah lembaga yang menyalurkan dana dengan meminjamnkan dana  

dengan pengembalian beserta bunga sesuai dengan jatuhnya tempo pengembalian. 

Tindakan ini merupakan mengambil harta orang lain secara batil dan juga 

mendatangkan kemudharatan bagi yang mengambil keuntungan tersebut.  

Seperti kita ketahui lembaga keuangan bank atau non bank seperti 

koperasi sering melakukan transaksi dengan menerima uang dari nasabah 

kemudian dipinjamkan atau disalurkan kembali kepada nasabah lain (debitur) 

yang membutuhkan. Dengan demikian bank maupun koperasi memberikan bunga 

kepada nasabah dan menarik bunga dari para kreditur.54 

 

53 Ibid, hlm. 337. 

54Ibid, hlm. 319. 

 
 

                                                           



 
 

BAB TIGA 

SISTEM PENGEMBALIAN HUTANG PADA KOPERASI 
PEGAWAI NEGERI (KPN) MUAMALAH 

 
 

3.1  Gambaran Umum Profil KPN Muamalah 

3.1.1 Sejarah Berdirinya KPN Muamalah 

Koperasi merupakan wadah perjuangan ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan aktifitas masyarakat pada lembaga keuangan seperti halnya 

perbankan. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak untuk 

aktifitas menyalurkan dana atau menghimpun dana untuk melangsungkan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Pada dasarnya lembaga keuangan di 

Indonesia sudah banyak yang menggunakan konsep berdasarkan prinsip syariah, 

sebagaimana juga pada koperasi. 

 Adapun koperasi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry ini yang diberi nama dengan KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Muamalah. 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry ini juga telah menggunakan lebel Syari'ah. Koperasi Muamalah berdiri 

pada tanggal 27 April 2011, dan dilangsungkan penandatanganan sesuai dengan 

pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 

Pembentukan Koperasi sesuai dengan surat keputusan Manteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertaggal 10 Desember 2010, Nomor 

AHU-1215.AH.02.01 Tahun 2010, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) 

48 
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Undang-Undang  Rebuplik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2004, tentang jabatan 

Notaris  dan berdasarkan Keputusan Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

menengah Republik Indonesia No 160/kep/M.KUKM.2/XI/2010 maka pada 

tanggal 29 Desember 2010 tentang penetapan notaris pembuat akta koperasi Kota 

Banda Aceh Provinsi Aceh, Berdasarkan permohonan Surat Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM pemerintah kota Banda Aceh Nomor 

518/0686/KLB/2011 pada tanggal 27 April 2011. 

 Suatu usaha seperti Koperasi juga memiliki Landasan Asas yang kita 

ketahui Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan aktifitas dosen-dosen tetap atau anggota koperasi untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang 1945, dalam tata perekonomian Nasional, yang disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dan 

juga memiliki Tujuan dan Usaha. 

3.1.2.Tujuan didirikan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah 

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan memiliki kepentingan dan 

tujuan yang diharapkan oleh setiap elemen baik itu kepentingan untuk anggota 

internal maupun tujuannya untuk masyarakat luar. Adapun tujuan dari koperasi itu 

sendiri sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan masyarakat 

khususnya yang berada dalam wilayah Banda Aceh. 

2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan 

perekonomian Nasional. 
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Pencapaian dalam penyelengarakan berdirinya koperasi memiliki kegiatan 

usaha yang dapat bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Kegiatan usaha yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi 

secara teratur. 

b. Menyediakan bahan pokok kebutuhan primer dan sekunder bagi 

anggota/unit dan catering/kantin. 

c. Menghimpun dana berupa simpanan pokok anggota, simpanan sukarela, 

dan simpanan lainnya, serta donasi sebagai modal usaha. 

d. Melaksanakan unit Simpan Pinjam Syari'ah untuk kepentingan anggota. 

e. Mengadakan kerja sama kemitraan dengan Bahan Usaha Miliki Negara 

(BUMN), swasta, dan koperasi lainnya. 

Setiap koperasi memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota. 

Karena untuk menjalankan aktivitas sebuah usaha dalam koperasi. Adapun tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh para pengurus dan pengawas koperasi,  sebagai 

pengurus memiliki tugas dan juga hak sebagai pengurus koperasi, hak dan tugas 

sebagai pengurus adalah: 

1. Menyelengarakan dan mengendalikan usaha koperasi. 

2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi. 

3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan . 

4. Mengajukan rencana kerja, anggran pendapatan  dan belanja koperasi. 

5. Menyelengarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas kepengurusannya. 



51 
 

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta 

pemberhentian anggota. 

7. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan 

dan memperlihat bukti-bukti yang diperlukan. 

8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai 

jalannya oraganisasi dan usaha koperasi. 

9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan memcegah mengenai hal-

hal yang menyebabkan perselisihan. 

10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya. 

11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 

anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota. 

12. Meminta jasa audit atau akuntan publik yang mebiayanya ditanggung 

oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan ke dalam anggaran 

biaya koperasi. 

Hak dan kewajiban pengawas sebagai berikut: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

koperasi. 

2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. 

3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 

4. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus. 

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 

6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan 

kepada rapat anggota. 
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7. Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota. 

3.1.3  Struktur Organisasi KPN Muamalah 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga keuangan perbankan merupakan 

suatu hal yang sangat penting sehingga pelaksanaan pembagian tugas dapat 

berjalan sesuai dengan pengharapan. Koordinasi yang harmonis dan serasi antar 

anggota dalam internal organisasi akan menciptakan struktur organisasi yang 

harmonis. Setiap komponen dalam organisasi harus mampu mengerti akan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya demi kelancaran dan keberhasilan tugas yang 

telah diberikan kepadanya. 

Tabel 1.1 

Struktur organisasi Koperasi Muamalah 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Pengawas Ketua 

Bendahara   Sekretaris 

Anggota koperasi 
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3.2  Sistem  Peminjaman Dana dan Pengembalian Hutang Koperasi Pegawai 
Negeri  (KPN) Muamalah 

 
 Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama untuk 

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding 

dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.1 Maka agar suatu organisasi itu 

berjalan dengan lancar maka harus adanya ketentuan-ketentuan dalam praktik, 

dengan demikian Koperasi Muamalah juga menjalankan aktivitas sama halnya 

dengan bank-bank atau lembaga keuangan lain. Dengan cara menghimpun dana 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun koperasi untuk menjalankan 

suatu kegiatan terdapat beberapa produk yang dikeluarkannya. Sama halnya 

dengan lembaga keuangan lain koperasi juga akan mengeluarkan produk-produk 

yang akan dilakulan oleh anggota koperasi agar berjalannya suatu kegiatan 

operasional koperasi itu sendiri. Maka koperasi Pegawai Negeri (KPN) Muamalah  

menetapkan produk-produk sebagai berikut: 

1. Pijamanan umum 

Pinjaman umum merupakan pinjaman yang sering dilakukan oleh para 

anggota dalam meminjam uang baik digunakan secara produktif maupun 

kosumtif, akan tetapi pada Koperasi Muamalah di Fakultas Syariah dan 

Hukum ini hanya untuk kebutuhan kosumtif peminjaman yang dilakukan. 10 

bulan adalah jangka waktu pengembalian dengan imbalan tambahan10% dari 

1 Hendrojogi, Koperasi: Asas-Asas, Teori, Praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 
hlm. 20 
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peminjaman pokok. Yang setiap bulannya disetor melalui pemotongan gaji 

pegawai.2 

2. Simpanan pokok  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang 

wajibdibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi 

angoota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota.3 Dengan demikian para anggora harus 

menyetor  pembiayaan awal untuk mendaftar sebagai anggota koperasi 

dengan pembayaran sebesar Rp 300.000,.-. Maka setelah itu ia akan menjadi 

salah satu anggota Koperasi, dan dapat menjalankan tugas serta hak dan 

kewajiban selayaknya anggota lainnya. 

3. Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama 

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama 

yang bersangkutan masih menjadi anggora.4Simpana yang harus disetor oleh 

anggota koperasi itu sendiri sebesar Rp 30.000.,-. Penyetoran ini dilakukan 

dari pemotongan gaji anggota koperasi yang menjadi pegawai tetap Fakultas 

2Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016 

 
3Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012),  hlm. 72. 

4Ibid,hlm. 72. 
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Syari'ah dan Hukum. Jadi para anggota tidak akan menyetor secara manual.  

ini sudah menjadi ketetapan seluruh anggota kopeasi. 

4. Simpanan suka rela  

Simpanan suka rela dapat dibentuk oleh koperasi, yang berasal dari 

anggota dengan membayar tunai, yang dapat dipergunakan oleh anggota 

untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang mendesak.5Dalam artian 

para anggota koperasi yang ingin melakukan simpanan suka rela tanpa 

adanya unsur paksaan atau penetapan dari peraturan koperasi itu sendiri. 

 Beberapa produk yang ditetapkan oleh koperasi Muamalah ini untuk 

terjadinya suatu transaksi dalam koperasi itu sendiri. Oleh karena itu Koperasi 

Pegawai Negeri Muamalah  di Fakultas Syari'ah dan Hukum meminjamkan 

sejumlah dana untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan secara konsumtif. 

Sistem peminjaman yang dilakukan oleh para anggota Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalah ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika para anggota 

koperasi ingin meminjamkan uang adanya ketentuan-ketentuan yang harus 

dilakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi itu sendiri. Maka 

anggota harus mengikuti langkah-langkah yang sudah menjadi syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Sehingga mereka dapat bergabung dan melakukan 

transaksi simpan pinjam. 

 Pada dasarnya untuk saat ini Koperasi  Pegawai Negeri Muamalah hanya 

menyediakan simpan pinjam. Dikarenakan belum ada kesepakatan dalam 

5 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogjakarta, C.V 
Andi Offset, 2012), hlm. 203. 
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mengeluarkan peminjaman modal dengan jumlah yang besar  karena adanya 

kekurangan modal.6 

 Walau bagaimanapun modal yang didapatkan oleh koperasi Muamalah 

adalah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela.  Dan modal 

terdirinya koperasi yaitu modal awal yang disetor oleh para anggota koperasi dari 

simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, simpanan suka rela, dan lain-lain yang 

tidak mengikat.7 

Setelah resmi menjadi anggota koperasi maka mereka boleh meminjamkan 

uang pada koperasi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti yang 

sudah dijelaskan. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi yang ingin 

meminjamkan dana Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah yaitu ia salah satu 

anggota koperasi dan harus memiliki gaji yang cukup apabila anggota meminjam 

uang karena pihak koperasi akan memotong langsung pada gaji pegawai apabila 

anggota telah meminjamkan uang setiap bulannya. Maka dari itu adanya batasan 

gaji pegawai untuk mencapai dalam peminjaman dana tersebut. 

Persyaratan masuk sebagai anggota koperasi adalah  dengan membayar 

administrasi sejumlah  Rp. 300.000,- dan syarat peminjaman adalah harus 

pegawai negeri dan beranggota Koperasi, jika para anggota bukan pegawai negeri 

atau karyawan kontrak ia termasuk dalam anggota koperasi dan membayar iuran 

6Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016. 

 
7Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia,...... hlm. 72-73 
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pinjaman dengan menyetor langsung pinjamannya tanpa dipotong digaji 

perbulannya.8 

 Kelangsungan berjalannya suatu koperasi maka harus ada dana yang 

dimiliki adapun dana yang diperoleh untuk digunakan peminjaman di koperasi  

berupa dari pengumpulan dana dari anggota koperasi yang mana dipungut dari 

simpanan dana suka rela sebagaimana para anggota dengan suka rela memberikan 

dana tabungan kepada koperasi. Juga dari simpanan pokok yang sebesar Rp.  

300.000,- di awal pendaftaran  masuk sebagai anggota koperasi. Bahkan di 

koperasi juga ada simpanan wajib senilai Rp. 30.000,.- yang akan dipotong 

langsung setiap bulan dari gaji para pegawai negeri Fakultas Syari'ah dan 

Hukum.9 

 Koperasi Muamalah ini tidak memiliki jaminan khusus ketika anggota 

koperasi mengajukan permohonan untuk meminjam dana, oleh sebab itu 

ketentuan persyaratan yang diterima koperasi untuk memberikan pinjaman dengan 

adanya gaji pegawai yang sepadan atau mencukupi untuk pemotongan langsung 

setiap bulannya dalam melunasi peminjaman yang dilakukan oleh anggota.  

Para anggora dapat meminjam sejumlah dana yang mereka inginkan  akan 

tetapi adanya keterbatasan dalam peminjaman dana, yaitu anggota meminjam 

dana dengan paling maksimal  Rp.10.000.000,- dan minimal tidak ada batas 

pinjaman tergantung pada anggota yang meminjamkan dana sesuai dengan 

kebutuhan. Akan tetapi sejumlah uang yang akan dipinjamkan oleh anggota harus 

8Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016. 
 

9Ibid. 
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sesuai dengan gaji yang dimiliki apakah mencukupi atau tidak, karena pada awal 

bulan gaji para anggota akan dipotong langsung untuk mengembalikan cicilan 

yang dipinjamkan beserta tambahan nilai 10%.10 

Pembayaran peminjaman yang berbentuk cicilan ini dibayar langsung 

dengan pemotongan langsung dari gaji para pegawai bukan dari penyetoran secara 

manual. Yang mana Koperasi menetapkan bunga sebagai tambahan pinjaman 

tersebut dengan bunga 10%.11 

 Setiap peminjaman pasti ada pengembalian yang mana pengembalian yang 

dilakukan oleh para anggota dengan penetapan batas waktu 10 bulan. Dengan 

demikian para anggota dalam 10 bulan akan melunasi peminjaman yang 

dilakukan dan juga membayar bunga sebesar 10% dari pokok pinjamannya. 

Padahal lembaga ini menggunakan nama dengan Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalah akan tetapi mereka tidak menerapkan sistem berbasis Syari'ah di 

dalamnya dengan menetapkan bunga sebesar 10% ketika pengembaliaan pinjaman 

tersebut.12   

  Adapun contoh pencicilan yang sering dilakukan dalam jalannya Koperasi 

seperti di bawah ini: 

  Cara penyetoran yang terjadi dalam praktiknya Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalah ini adalah misalnya seseorang anggota koperasi meminjamkan uang 

dengan jumlah Rp. 10.000.000,.- maka ia akan melunasi pinjaman tersebut 

dengan menyicil setiap bulannya dengan jangka waktu 10 bulan dalam masa 

10Ibid. 
 
11Ibid. 
 
12Ibid. 
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pelunasan yang sesuai dengan ketetapan para pihak koperasi. Para anggota yang 

meminjam uang akan membayar tambahan 10% bunga dari pinjaman pokok. Oleh 

karena itu anggota akan membayar senilai Rp. 11.000.000,.-. Rp 10.000.000,.- 

dengan pinjaman pokok dan tambahan (bunga) sebesar 10%  yaitu Rp. 100.00.,- 

dari Rp. 10.000.000,.- maka akan menjadi Rp. 1.000.000,.-.Dengan penerapan 

bunga atas keuntungan atau mengambil kelebihan dari pinjaman pokok itu sendiri, 

bahkan bunga yang di ambil 10% dari pinjaman pokok. Maka setiap bulannya 

para anggota yang meminjam dana tersebut akan dipotong gajinya secara 

langsung setiap bulannya sebesar Rp. 1.100.000,.-. Setiap bulan akan dipotong 

Rp. 1.000.000,.- sebagai pinjaman pokok dan bunga 10% sebesar Rp. 100.000,.-. 

jadilah Rp. 1.100.000,.- pemotongan cicilan setiap bulannya.13 

Setelah terjadinya transaksi simpan pinjam dan mengembalikan pinjaman 

maka pihak koperasi mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tambahan 

bunga pada setiap peminjaman yang dilakukan. Hasil yang didapatkan itu akan 

dikumpulkan menjadi satu, setelah itu akan dibagi hasil setiap tahunnya. Akan 

tetapi bagi hasil yang dimaksud disini ialah dengan membagikan dalam bentuk 

barang, dengan pembagian sama rata tanpa membeda-bedakan setiap anggota. 

Sisanya lagi akan ditambahkan ke dalam modal koperasi untuk peningkatan dalam 

jumlah yang lebih besar peminjaman yang akan dilakukan. 

 

 

 

13Ibid. 
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3.3. Tinjauan KonsepAl-QarḍTerhadap Praktik Sistem PengembalianHutang 
pada Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum  UIN Ar-
Raniry 

 
 

 Salah satu sikap tolong menolong sesama adalah pinjam-meminjam. Para 

pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu pihak akan 

memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan asas dan sifat tolong-

menolong.14 Pada dasarnya pinjam-meminjam adalah suatu perbuatan yang dapat 

menolong orang lain dalam kesusahan, dan sebaiknya tidak mengambil 

keuntungan dari perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam lembaga keuangan 

sekarang banyak yang kita dapatkan sistem konvesional yaitu praktik bunga yang 

diterapkan, ada juga lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah menerapkan akad-

akad sesuai dengan hukum Islam.  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang sistem praktik 

yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya yaitu  koperasi. 

Berdirinya koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota 

peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga 

yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.15 Dengan 

tujuan agar masyarakat dapat meminjamkan dana yang disalurkan melalui 

koperasi untuk menjaminkan kehidupan yang lebih layak. Karena dalam 

kehidupan sehari-hari begitu banyak yang dibutuhkan baik itu kebutuhan primer, 

sekunder, maupun tersier. Agar seseorang dapat memenuhi tersebut mereka dapat 

14Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya), (Banda 
Aceh, Pena, 2010), hlm. 90. 

 
15Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 289. 
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meminjamkan uang yang tidak dimilikinya kepada koperasi. Baik itu digunakan 

untuk digunakan secara konsuntif  ataupun produktif. 

Koperasi yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang dinamai 

dengan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah, dengan kata lain koperasi ini juga 

menganerapkan  sistem Syari'ah dalam akad yang disepakati bersama. Akan tetapi 

pada praktik yang dilakukan sehari-hari mereka  menerapkan sistem konvesional 

yaitu praktik bunga. setiap seseorang atau anggota koperasi melakukan transaksi 

peminjaman dana maka mereka akan membayar dengan jumlah yang sama dan 

ditambah dengan bunga sebesar 10% dari hasil peminjamannya.16 

Jika seseorang meminjam dana kepada pihak lain agar mengembalikan 

dengan jumlah yang sama juga tanpa adanya imbalan atau mengambil keuntungan 

dari pinjaman seseorang yang sering kita ketahui sebagai bunga. Bunga yang 

diperoleh dari pinjaman tersebut jika dilihat secara hukum Islam adalah riba, dan 

riba adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Bunga yang dimaksudkan di atas 

adalah salah satu perbuatan riba, yang mana membungakan harta uang atau yang 

lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.17 Jika ditinjau secara hukum Islam 

dalam bentuk Qarḍ, maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari 

peminjaman tersebut.  

Dalam hukum Islam, istilah pinjaman dikenal dengan sebutan Al-Qarḍ.  

Pinjaman yang sering kita lakukan adalah berupa bentuk kredit.  kredit dalam 

Islam disebut dengan kata  QarḍArti dariPinjaman Qarḍ yang merupakan 

16Wawancara dengan Bapak Muhammad, S.Pd.I, Sekretaris KPN Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 november 2016. 
 

17Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,...., hlm. 57. 
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transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai 

dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang.18 

Penerapan konsep Qarḍ Al- Ḥasandalam praktik pada lembaga keuangan 

Syari'ah baik bank maupun non bank menjadikan wadah dan penyaluran dana-

dana yang bersifat sosial bagi mereka yang layak menerimanya.19 Praktik yang 

dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum 

ini tidak sesuai dengan konsep yang berlaku. Mereka menerapkan konsep 

Mudharabah sebagai akad transaksi dalam koperasi akan tetapi setiap 

peminjaman mendapatkan keuntungan dari persentase bunga dari peminjaman. 

Pada penelitian ini penulis meneliti dari segi peminjaman dana dengan 

keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dari hasil bunga yang didapatkan dari 

persenan peminjaman. Jika kita tinjau dari segi konsep Qarḍ Al- Ḥasan maka 

koperasi Muamalah ini tidak  sesuai.  

Skripsi ini menjelaskan tentang bunga yang diperoleh akan menjadi 

masalah jika ditinjau dari konsep Qarḍtentang peminjaman yang mengambil 

keuntungan dari pinjaman pokok. Karena sesuatu yang dilebihkan baik secara 

sengaja atau tidak itu yang dikatakan bunga, dan semua jenis bunga adalah riba. 

Seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini: 

 كل قرض جرمنفعه فهو ربا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

5Ascarya,  Akad dan Produk Bank Syariah,  hlm. 46.  

19Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya),..... hlm.90. 
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Artinya: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba"20 

 

Hadis di atas jelas menjelaskan bahwa setiap mengambil keuntungan dari 

pada pinjaman itu adalah riba. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba 

terdapat pada jual-beli. Selain itu riba juga terdapat pada Qarḍ (pinjaman), yaitu 

jika seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat 

ketika pengembalian adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan 

masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan 

tambahan tertentu.  

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما الربا فيالنسيئه (رواة البخارى)

Artimya: "Tidak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah)"21 

Dari kedua hadis di atas sudah menegaskan segala sesuatu yang dilebihkan 

dari pinjaman pokok adalah riba, dan riba yang dimaksud pada pinjaman adalah 

riba nasiah.Riba nasiah itu sendiri ialah melebihkan pembayaran barang yang 

ditukar, diperjualbelikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu 

pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Bentuk riba ini juga sering kita 

praktikkan di masa sekarang seperti hal nya yang diterapkan oleh bank-bank atau 

pada non bank. Bisa juga dengan mensyaratkan dengan tambahan tertentu yang 

dibayarkan setiab bulan atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank 

20Ibid, hlm. 106. 
 
21Ibid, hlm. 60. 
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konvesional dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan 

terhadap pemutaran harta di kalangan masyarakat.22 

.Dalam fatwa tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam 

suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam 

konferensinya yang kedua pada bulan Muharam 1385 H atau Mei 1965 di Kairo. 

Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut: 

" keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua yang merupakan ribā 
yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumtif 
maupun produktif, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semua sama saja 
haramnya. Pinjaman dengan ribā itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, 
walaupun dengan alas an karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan 
darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala 
macam kredit yang berbungan, semua termasuk praktik ribā yang diharamkan”.23 

 
Menurut anggota koperasi mengenai tentang bunga yang diperoleh oleh 

koperasi muamalah ini menyatakan pendapat mereka,  seperti yang nyatakan salah 

satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu, Ibu  Khairani,  berpendapat bahwa 

keuntungan yang diperoleh koperasi ini berbentuk tambahan dari pinjaman pokok, 

sedangkan sesuatu yang bertambah itu riba. Seharusnya dalam Islam 

pengembalian pinjaman itu tanpa adanya tambahan. Laba yang diperoleh dari 

persentase pengembalian pinjaman akan dikembalikan kepada anggota koperasi 

kembali. Jadi siapa yang banyak meminjam akan sebanyak perolehan keuntungan 

di akhir nanti. Seharusnya koperasi dalam Islam harus sesuai dengan syari'ah dan 

menjalankannya pun harus sesuai dengan prosedur. 

22Ibid,hlm. 63 
 

23 Wirdyanigsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dkk, Bank dan Asuransi Islam 
di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 33. 
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 Suatu sisi ia akan merugikan pada pengembalian dengan tambahan yang 

tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi di suatu sisi para anggota akan 

mendapatkan keuntungan di akhir atas mana tambahan pada pengembalian 

pinjaman yang dilakukan akan dikembalikan kembali.  Menurut Ibu  Khairani,  

kalau bisa koperasi ini jangan ada tambahan pada pengembalian pinjaman akan 

tetapi hanya pinjaman pokok yang dikembalikan. Karena akan merasa 

membebankan para anggota ketika pengembalian terjadi.24 

Menurut Bapak  Muhammad Maulana, sistem yang dijalankan oleh 

koperasi muamalah ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan riba.karena penambahan 

dana itu bukan untuk orang lain tetapi  untuk anggota juga. oleh karena itu Bunga 

yang dibebankan kepada anggota akan  dikembalikan lagi ke koperasi,  jadi 

hingga saat ini bunga itu tidak di nikmati oleh anggota koperasi yang hanya 

menjadi penambah modal saja. Meskipun sudah dilakukan RAT  beberapakali tapi 

bunga itu tidak dikembalikan lagi kepada anggota. Pada koperasi muamalah ini 

tidak sepenuhnya menjalankan konsep Qarḍ Al-Ḥasanyang murni karena 

keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tidak berbentuk riba yang ada.25 

Adapun pendapat para anggota koperasi yang bertentanga adalah seperti 

mengharamkan riba atas penambahan yang dikembalikan atas pinjaman pada 

koperasi. Pendapat Bapak Saifuddin menyatakan bahwasanya jika Koperasi 

mengambil keuntungan sama halnya yang dilakukan praktek oleh lembaga 

24Wawancara dengan Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai angoota Koperasi Muamalah, pada 
tanggal 16 januari 2017.  
 

25 Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad maulana,. S.Ag,. MA sebagai anggota 
Koperasi Muamalah, pada tanggal 16 januari 2017. 
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konvesional yaitu bunga, maka penambahan yang dimabil adalah riba. Akan tetapi 

jika praktek yang dlakukan sesuai dengan konsep Muamalah maka tidak riba 

karena menggunakan konsep bagi hasil.  

Begitu juga dengan pendapat Bapak Hasanuddin menyatakan bahwasanya 

penambahan yang di ambil dari setiap pengmbalian pinjaman pada koperasi 

Muamalah ini adalah bentuk riba. Yang mana tidak sesuai dengan konsep hukum 

Islam. Dalam Islam dianjurkan memberi pinjaman akan tetapi tidak mengambil 

keuntungan dari pinjaman tersebut, karena kelebihan yang diambil dari pinjaman 

tersebut adalah riba dan hukumnya Haram. Pendapat ini mengatakan bahwa 

koperasi Muamalah ini tidak sesuai dengan konsep hukum Islam yang 

mengharamkan riba. Karena sesuatu yang berbentuk kelebihan dari pokok disebut 

riba. Dan sesuatu yang riba adalah hukumnya haram. 

Dengan demikian, pengaharaman bunga sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, 

Sunnah, dan Ijma para sahabat. Pertakaan kulluqarḍhin jarra naf'an fahuwa 

ribā(setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan 

merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang 

meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan yang mengambil manfaat darinya. 

Karena larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi 

melarang melakukan pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad).26 Orang-orang 

yang membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasannya bank adalah 

kebutuhan penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern. Seperti 

dijelaskan dalam  potongan ayat 275 pada surat Al-Baqarah : 

26Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), 
hlm. 343. 
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Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" 
 

Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Jelas-jelas 

Allah melarang berbagai macam bentuk Riba. Baik itu diambil sedikit maupun 

banyak. Karena riba yang diambil akan mengzalimi orang lain apabila dengan 

unsur pemaksaan tanpa ridha. Karena dalam transaksi yang ada ribanya akan 

banyak mengalami yang mananya kerugian, sebagaimana dijelaskan riba adalah 

kelebihan yang diambil keuntungan atas suatu transaksi baik itu sedikit maupun 

banyak, dengan kata lain akan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang akan 

mendatangkan keuntungan. Dengan penjelasan ini dapat kita lihat tidaknya terjadi 

keseimbangan dalam transaksi apabila melibatkan bunga.  

Qarḍsering dipakai di lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun 

non bank. Penerapan sistem Qarḍ Al- Ḥasan adalah dalam bentuk tolong 

menolong yang dilakukan tanpa imbalan. Jadi koperasi yang menyalurkan dana 

dalam bentuk bunga atau berbasis Konvesional ini akan ketidaksesuaian dalam 

praktik bahkan koperasi Muamalah itu sendiri memiliki lebel nama Syari'ah, akan 

tetapi penerapan praktik yang terjadi justru melibatkan tambahan nilai (bunga). 

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam pendapatan yang kuat 

mengatakan bahwa Qarḍ yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika 

keuntungan disyaratkan sebelumnya.27Artinya jika belum disyaratkan sebelumnya 

dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka dibolehkan. Oleh 

karena itu orang yang memberikan gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman)  

27Ibid, hlm. 379. 
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pinjaman tidak diperkenankan memanfaatkan gadainya, apabila hal ini 

disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaannya yang berlaku.28 

Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya makruh 

tahrim kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana 

yang termaktub dalam  dalam kitab-kitab Hanafiyah yang mu'tabar. Tetapi, 

sebaimana ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin 

penggadai. Pendapai ini lah yang sesuai dengan ruh Syari'ah yang berkaitan 

dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah untuk pemberi pinjaman. Jika 

sudah ada dalam persyaratan maka hukumnya makruh tetapi jika tidak ada maka 

persyaratan maka hukumnya haram.29 

Para Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidakl sah akad Qarḍ yang 

mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya 

mengambil manfaat dari harta peminjam. Begitu juga dengan hadiah peminjaman 

adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan hutang, 

padahal sebelumnya tidak ada memberian hadiah pada orang yang memberikan 

hutang dan tidak ada sebab baru seperti sanan ataupun tetangganan, yang mana 

hadiah yang dimaksud  untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.30 

 Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi 

dan peminjam, adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihkan 

bayarannya sedang utang-piutang disebabkan oleh jual-beli, maka hukumnya 

28Ibid,hlm. 380. 
 
29Ibid. 

30Ibid. hlm. 380. 
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mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarnyaitu lebih bagus sifat maupun 

ukurannya. Apabila utang disebabkan oleh Qarḍ, maka jika tambahannya 

merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang 

mutlak.31 

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwasannya Qarḍ yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, dan Ibnu 

Mas'ud dan Ibnu Abbas mereka juga melarang Qarḍ yang mendatangkan 

keuntungan32 karena Qarḍ tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena 

itu, dalam keadaan ini akad Qarḍ  itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah 

batal, baik keuntungan itu serupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.33 

Mengenai peminjaman harta orang lain orang yang biasa memberikan 

tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dan pendapat Mazhab Syafi'iyah 

yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan pendapat Mazhab 

Hambali terdapat dua riwayat , dan yang paling shahih adalah yang mengatakan 

boleh tanpa adanya makruh. Sebagaimana tidak mendatangkan keuntungan. Jika 

pemberi pinjaman tersebut mengambil keuntungan atas peminjamannya maka itu 

tidak diperbolehkan. Qarḍ dapat dilakukan apabila seseorang sangat 

membutuhkan pinjaman tersebut dengan kondisi keaadaannya yang sangat 

31Ibid. 

32Ibid, hlm. 380-381.  

33Ibid. 
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mendesak. Qarḍ  yang dibarengi dengan jual beli itu tidak dibolehkan karena itu 

akan menghambat dalam pelunasan utangnya.34 

Seharusnya Koperasi Muamalah menerapkan juga konsep yang sesuai 

dengan nama yang berbasis syari'ah. Dari konsep Qarḍ Al- Ḥasan dan praktik 

yang sudah sering dipraktik dengan konsep konvesiaonal, koperasi muamalah 

tidak sesuai dengan akad yang ada. . 

Permasalahan yang muncul sangat bertentangan dengan Qanun Aceh No. 

1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 3 yang berbunyi 

keuangan Aceh dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keislaman, apalagi Aceh 

sudah ditetapkan Syari'at Islam, jadi setiap kegiatan baik itu dalam lembaga 

maupun tidak agar kegiatan tersebut berlandasan pada keislaman, termasuk dalam 

hal perekonomian. Sedangkan dana Koperasi Muamalah ini menerapkan sistem 

bunga pada pinjaman uang dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep 

keislaman. Maka sebaiknya para pengurus koperasi melakukan pergantian  praktik  

yang ada digantikan dengan praktik Syari'ah. Sesuai dengan yang sudah 

diterapkan pada bank Syari'ah atau lembaga keuangan non bank yang merapkan 

sistem Syari'ah. Pada dasarnya konsep  Qarḍ Al- Ḥasan tidak terlepas dari hukum 

Islam dan berbagai pendapat ulama mengenai halal dan haramnya bunga yang 

mana sebagian para ulama berpendapat bahwa bunga itu adalah riba.  

Dalam transaksi simpan pinjam konvesional, si pihak koperasi yang 

meminjamkan uang mengambil tambahan dalam bentuk bunga, tanpa adanya 

suatu penyeimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor 

34Ibid, hlm. 381-382. 
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waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Maksud dari 

penyeimbangan di sini adalah saat pengembalian pinjaman harus adanya 

keseimbangan atau keadialan dalam pengembalian pinjaman. Baik itu tidak ada 

pengurangan maupun kelebihan. Maka dari itu setiap pengembalian pinjaman 

harus sama jumlah seperti pinjaman yang dilakukan tanpa mengurangi dan 

menambahkan dari pinjaman pokok, dengan demikian  dapat diidentifikasi praktik 

perbankan konvesional yang tergolong riba.35 

 

 

35Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta, Rajagrafindo 
Persada, 2013), hlm. 41. 

                                                           



 
 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

 
Berdasarkandarihasilpenelitiandanpembahasandalambab-babsebelumnya, 

makadalambabakhirinidalampenulisanskripsi, 

makapenulisakanmengambilkesimpulandanbeberapa saran demi 

lengkapnyaskripsiini. Adapunkesimpulandan saran sebagaiberikut: 

 

4.1.Kesimpulan 

     1. SistempengembalianhutangpadaKoperasiMuamalah di 

FakultasSyari'ahdanHukuminidenganpengembalianuangdalambentukkredit. 

Peminjamandenganjumlah yang telahditentukanmaksimaldanminimal 

dalampeminjamannya. 

Pembayaranuntukpengembalianpinjamandenganmengembalikanpinjamanpoko

ksertatambahan (bunga) sebesar 10%, 

waktupengembaliandalambentukcicilanituselama 10 

bulandalampelunasanpinjamantersebut. 

Padapinjamaninipihakkoperasimemambahkanbunga10%  daripinjamanpokok. 

Pelunasan yang dilakukansecaramencicilperbulaninilangsungdipotongdarigaji 

para anggotasetiapbulannya. 

2. 

DalamkonsepQarḍtidakbolehadapemambahansaatpembayarandaripinjamanpok

ok, karenasesuatu yang ditambahituadalahbentukriba, 
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danribaitusendirihukumnya haram. Dengandemikian, 

praktikKoperasiMuamalahFakultasSyari'ahdanHukumtidaksesuaidenganHuku

m Islam.DimanaKoperasi yang 

berbasisSyari'ahseharusnyamempraktikkansistemsesuaidenganSyari'ah. 

 

4.2. Saran 

1.KepadaKoperasiMuamalahdiharapkan agar 

mempraktikkansistempengembaliandanadengansistem yang 

sesuaidenganhukum Islam agar kitasebagaiumatmuslimmenggunakanuang 

yang dipinjamankanitudalambentuk yang halal, tanpaadanyauang haram yang 

diperolehdaribungapinjaman.  

2. Karenapadaprinsipnyasesuatulembagabaikitu bank ataukoperasi yang 

barbasisSyari'ahharuslahmenjalankansistemdalamprakteknyamenggunakansiste

mSyari'ah. Sehinggatidakdiragukanlagikehalalanyadalammenjalankanpraktek 

yang sesuaidenganhukum Islam. 

AdapunKoperasiMuamalahharustetapmenjagakepercayaanpadaanggota agar 

bisamenjadikanKoperasiMuamalahmenjadiKoperasi yang Syari'ah. 

3. Kepadaseluruhmasyarakatpadaumumnyaataupembacaskripsiinipadakhususnya. 

Penulismenyarankan agar 

tetapmendukungkoperasiMuamalahdalammenjalankansistemkoperasi yang 

Syari'ahtidaklagimenganutsistemkonvesional yang menerapkan di 

dalamnyabunga. Sebagai mana kita tau 
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bahwasesuatutambahandalambentukbungaituadalah haram hukumnya. Dan 

tidakdiperbolehdalamajaran Islam.  
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